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mengeksplorasi pengelolaan program pelatihan berbasis
kompetensi di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas

Keywords: A Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus pada analisa
Kesenjangan Kompetensi, kebutuhan pelatihan (training needs analysis). Penelitian
Pelatihan Tenaga Kerja, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui
Analisa Kebutuhan wawancara, observasi, dan studi literatur, serta dianalisis
Pelatihan, Penyerapan secara naratif. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan
Tenaga Kerja. pelatihan dimulai dengan analisis kebutuhan kerja untuk

mengidentifikasi  kesenjangan  kompetensi,  yang
kemudian dirumuskan menjadi kebutuhan pelatihan.
Proses ini mencakup penyusunan unit kompetensi, seleksi
dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
hingga perencanaan program pelatihan yang sesuai
dengan ketersediaan sumber daya. Training needs
analysis memungkinkan lembaga pelatihan
mengembangkan program pelatihan yang relevan
sehingga meningkatkan peluang tenaga kerja terserap ke
dunia kerja.

PENDAHULUAN

Pemberian pelatihan kerja merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan
angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan
akses pelatihan kepada angkatan kerja agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar.
Pelatihan ini bertujuan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi
tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui lembaga pemerintah dan swasta,
salah satunya UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Provinsi Sulawesi Utara (BLK
Bitung) [1], [2].

BLK Bitung bertugas menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Namun, pelaksanaan
pelatihan di BLK Bitung masih didominasi peserta dari Kota Bitung, sementara partisipasi

ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)


mailto:1aidecharlotte@gmail.com
mailto:itjepangkey@unima.ac.id
mailto:deviesiwij@unima.ac.id

4880

JIRK -
Journal of Innovation Research and Knowledge Cl y Slntae
Vol.4, No.7, Desember 2024 Gas

dari daerah lain masih rendah. Sejak berdiri pada tahun 1983, BLK Bitung telah
menghasilkan tenaga kerja kompeten melalui sertifikasi kompetensi, namun data tracer
menunjukkan belum semua alumni bekerja sesuai kebutuhan pasar [3], [4].

Pelaksanaan pelatihan di BLK Bitung didasarkan pada Analisa Kebutuhan Pelatihan
(Training Needs Analysis/TNA). TNA bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara
kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar, yang menjadi dasar untuk menyusun
program pelatihan. Meskipun TNA telah dilaksanakan, cakupannya belum optimal karena
tidak merepresentasikan kebutuhan seluruh wilayah Sulawesi Utara dan hasilnya belum
sepenuhnya digunakan sebagai dasar program pelatihan [5], [6].

Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah membawa perubahan signifikan pada
sektor ketenagakerjaan, termasuk transformasi jenis pekerjaan yang semakin berbasis
digital. Tantangan ini diperparah dengan dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
banyaknya PHK dan tingginya angka pengangguran, serta Bonus Demografi yang
memerlukan ketersediaan lapangan kerja bagi usia produktif. Oleh karena itu, pelatihan
kerja berbasis kompetensi menjadi krusial untuk menjawab tantangan tersebut [7], [8], [9].

Namun, pelaksanaan pelatihan yang tidak berbasis TNA dikhawatirkan hanya
menciptakan “pengangguran kompeten,” di mana tenaga kerja memiliki sertifikasi tetapi
tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Pelaksanaan TNA menjadi mandat penting
sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 dan Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Tahun 2023.

Melalui TNA, kebutuhan pelatihan diidentifikasi berdasarkan keunggulan wilayah,
kebutuhan lokal, serta kelompok sasaran khusus seperti perempuan, penyandang disabilitas,
dan masyarakat kawasan 3T. Kebutuhan ini kemudian dirumuskan menjadi program
pelatihan yang relevan dengan kondisi wilayah dan kebijakan nasional untuk memastikan
pelatihan membawa dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja [10], [11].

BLK Bitung telah mencatat pencapaian yang signifikan dalam mencetak tenaga kerja
kompeten, tetapi optimalisasi TNA diperlukan untuk meningkatkan relevansi program
pelatihan dengan kebutuhan pasar. Dengan pendekatan yang lebih terarah, pelatihan kerja
dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Analisa Kebutuhan Pelatihan di BLK Bitung
untuk memahami bagaimana pelatihan berbasis kompetensi dapat dirancang dan
diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pelatihan kerja di Indonesia.

LANDASAN TEORI
Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cabang dari ilmu administrasi publik yang berfokus
pada tata kelola sumber daya dalam organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat.
Para ahli, seperti Shafritz dan Russel, mendefinisikan manajemen publik sebagai upaya
mengelola sumber daya manusia dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi. Yeremias T.
Keban menambahkan bahwa manajemen publik mencakup pengelolaan instansi pemerintah
untuk mendukung implementasi kebijakan publik. Intinya, manajemen publik bertujuan
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memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam melayani
kepentingan public [12], [13].

Perkembangan teori manajemen publik mencerminkan transformasi dari traditional
public administration ke new public management. Traditional public administration
berfokus pada stabilitas birokrasi dan tanggung jawab pemimpin, sedangkan new public
management muncul akibat tuntutan reformasi birokrasi yang lebih fleksibel dan responsif
terhadap masyarakat. Konsep seperti Reinventing Government dari Osborn dan Gaebler
menekankan pentingnya semangat kewirausahaan dalam pemerintahan untuk menghadapi
keterbatasan sumber daya dan perubahan lingkungan [14], [15], [16].

Prinsip utama manajemen publik mencakup orientasi pada kepentingan publik,
transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, inovasi, dan pengambilan
keputusan berbasis data. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan organisasi sektor publik
mampu memberikan pelayanan berkualitas, etis, dan berorientasi pada hasil serta dampak.
Kepemimpinan yang efektif menjadi kunci dalam menerapkan prinsip-prinsip ini untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat [17], [18], [19].

Ruang lingkup manajemen publik melibatkan aspek internal dan eksternal organisasi.
Secara internal, manajemen publik mencakup pengelolaan sumber daya, pengambilan
keputusan strategis, dan adaptasi terhadap perubahan. Secara eksternal, kolaborasi dengan
masyarakat dan sektor privat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program
publik. Hubungan yang sinergis dengan pemangku kepentingan menjadi fondasi
keberhasilan manajemen publik dalam mencapai tujuan pelayanan masyarakat [20], [21],
[22].

Manajemen Pelatihan

Manajemen pelatihan adalah proses penting untuk memastikan pelatihan tenaga
kerja berjalan efektif, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengawasan. Pelatihan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap individu guna meningkatkan kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Smith (1997)
mengungkapkan bahwa peningkatan kapabilitas melalui pelatihan tidak hanya
meningkatkan keterampilan tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penghasilan
individu. Dalam konteks organisasi, pelatihan bertujuan mencetak tenaga kerja yang
kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendukung keberhasilan organisasi [23],
[24], [25].

Manajemen, sebagai inti dari administrasi organisasi, mengatur semua unsur yang
terlibat dalam mencapai tujuan. Terry (1953) mendefinisikan manajemen sebagai proses
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya. Hersey dan
Blancard (2013) menambahkan bahwa manajemen melibatkan kerja sama individu dan
kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi manajerial. Intinya,
manajemen diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
organisasi dan menghadapi tantangan internal maupun eksternal [26], [27].

Pelatihan kerja, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9
Tahun 2014, adalah kegiatan sistematis yang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja
sesuai standar yang ditetapkan. Para ahli seperti Noe, Dessler, dan McClelland sepakat bahwa
pelatihan mencakup transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna menciptakan
tenaga kerja yang lebih kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan pekerjaan. Dengan
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demikian, manajemen pelatihan mengintegrasikan proses manajerial untuk meningkatkan
kompetensi tenaga kerja secara holistik, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap [28],
[29].
Training Needs Analysis

Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis/TNA) adalah proses
sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja
dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Proses ini diperlukan untuk menentukan
kebutuhan pelatihan yang relevan dengan perubahan teknologi, kebijakan, dan dinamika
pasar. TNA membantu organisasi menyusun program pelatihan yang sesuai, sehingga dapat
meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mendukung pencapaian tujuan organisasi [30].

TNA juga berfungsi sebagai langkah awal dalam perencanaan pelatihan dengan
mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan atau peningkatan. Hasil analisis ini
memberikan panduan bagi organisasi untuk merancang pelatihan yang efektif dan efisien,
baik dalam konteks pengembangan keterampilan individu maupun peningkatan
produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan TNA, pelatihan dapat disesuaikan
untuk menjawab kebutuhan strategis organisasi serta mempersiapkan tenaga kerja
menghadapi tantangan di masa depan [31].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengelolaan Analisa
Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis/TNA) di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja
Kelas A Provinsi Sulawesi Utara (BLK Bitung). Fokus penelitian mencakup analisis kebutuhan
kebekerjaan, informasi jabatan, kebutuhan unit kompetensi, referensi SKKNI, ketersediaan
sumber daya pelatihan, dan rekomendasi program pelatihan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana TNA dapat menghasilkan
program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan mendukung kelompok
sasaran khusus, seperti masyarakat kawasan 3T, perempuan, dan penyandang disabilitas
[32], [33].

BLK Bitung telah melaksanakan TNA sebagai langkah awal dalam perencanaan
program pelatihan berbasis kompetensi. Namun, pelaksanaan TNA sebelumnya belum
sepenuhnya optimal karena hasilnya belum selalu menjadi dasar dalam penentuan program
pelatihan. Akibatnya, jenis pelatihan dan jumlah paket yang ditawarkan lebih banyak
ditentukan oleh alokasi anggaran dari pemerintah. Sejak tahun 2022, upaya pelacakan status
kebekerjaan alumni menunjukkan peningkatan keberhasilan pelatihan, dengan persentase
alumni bekerja atau berwirausaha meningkat dari 19,7% di tahun 2021 menjadi 51,39% di
tahun 2024.

Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur untuk
mendapatkan data dari informan utama, seperti kepala UPTD dan staf seksi pelatihan. Selain
itu, dokumen seperti data pelatihan, data kapasitas, dan data alumni juga digunakan untuk
mendukung analisis. Teknik analisis naratif digunakan untuk menyusun data secara
sistematis dan menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan serta wawancara [34], [35].

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya perbaikan pelaksanaan TNA agar hasilnya
lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Program pelatihan yang dirancang
berdasarkan TNA dapat membantu mengurangi kesenjangan kompetensi tenaga kerja dan
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meningkatkan peluang alumni untuk terserap di pasar kerja. Dukungan kebijakan yang tegas

juga diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi program pelatihan selaras dengan
kebutuhan lokal dan sektor industri unggulan [36], [37].

Keabsahan data penelitian dijamin melalui triangulasi dan dokumentasi yang cermat,
sehingga data dapat diuji kebenarannya dan dipertanggungjawabkan. Penelitian ini
diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas program
pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh BLK Bitung, sehingga mendukung
upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat
[38], [39].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Temuan Penelitian

Temuan Penelitian Utama

TNA dilaksanakan melalui survei, diskusi, dan studi literatur dengan
mempertimbangkan potensi daerah, kebutuhan kompetensi,
kompetensi tenaga kerja, dan kebutuhan wirausaha.
Informasi jabatan terdiri dari job description dan job specification.
Disandingkan dengan kompetensi tenaga kerja untuk
mengidentifikasi gap sebagai dasar kebutuhan pelatihan.

Fokus Penelitian
Analisa Kebutuhan
Kebekerjaan

Informasi Jabatan

Kebutuhan Unit | Unit kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap

Kompetensi kerja berdasarkan informasi jabatan, SKKNI, dan diskusi dengan
DUDIKA.

Referensi SKKNI Pelatihan mengacu pada SKKNI, Standar Internasional, dan Standar

Khusus untuk menetapkan tolok ukur kompetensi kerja.
Program pelatihan disusun berdasarkan TNA, unit kompetensi, dan

Kebutuhan Program

Program Pelatihan

Pelatihan pedoman Dirjen. Alokasi program pelatihan diajukan untuk
pembiayaan APBN atau APBD.

Ketersediaan Sumber daya mencakup unit kompetensi, instruktur, sarana

Sumber Daya | prasarana, dan anggaran. Ketersediaan instruktur minim, dan

Pelatihan beberapa sarana kurang memadai.

Rekomendasi Program disusun berdasarkan ketersediaan sumber daya dan

ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur untuk pelaksanaan melalui

APBN atau APBD.

Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Analisa Kebutuhan Kebekerjaan

Kebekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan
penghasilan melalui pekerjaan formal, informal, atau wirausaha. Kompetensi menjadi faktor
penting untuk bekerja secara profesional sesuai kebutuhan pemberi kerja atau bidang yang
digeluti. Ketiadaan keterampilan berpotensi menyebabkan pengangguran yang berdampak
pada meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan
kesiapan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, termasuk yang dilaksanakan
oleh UPTD BPTK Kelas A. Agar pelatihan efektif, diperlukan perencanaan matang
berdasarkan identifikasi kebutuhan kebekerjaan di wilayah Sulawesi Utara.

Manajemen yang baik menjadi kunci keberhasilan pelatihan. Fungsi-fungsi
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manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan harus
diterapkan. Dalam konteks pelayanan publik, manajemen ini bertujuan mengelola berbagai
aspek untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat secara efisien. Perencanaan
pelatihan yang tepat membantu memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan relevan
dengan kebutuhan tenaga kerja dan memberikan dampak nyata dalam menurunkan
pengangguran [40], [41].

Analisa kebutuhan kebekerjaan melalui Training Needs Analysis (TNA) menjadi
langkah awal dalam merencanakan program pelatihan yang sesuai. TNA memungkinkan
lembaga pelatihan menggunakan sumber daya secara efektif, menghindari pemborosan, dan
memastikan pelatihan yang diberikan memberikan nilai tambah. Melalui TNA, lembaga
pelatihan dapat menentukan jenis pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja dan dunia industri, serta menyusun program yang sesuai.

Proses TNA yang efektif mencakup pengumpulan informasi, analisis data, penetapan
solusi, dan penyusunan program pelatihan. Metode yang digunakan dalam TNA meliputi
survei, diskusi kelompok, observasi lapangan, dan studi literatur. Proses ini membantu
lembaga pelatihan memastikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan memberikan dampak
optimal bagi peserta dan mendukung tujuan pengembangan sumber daya manusia.

Penelitian ini menemukan kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu dalam
menekankan pentingnya TNA untuk menentukan pelatihan yang tepat. Namun, penelitian ini
menunjukkan tahapan yang lebih terperinci dari proses TNA hingga penentuan program
pelatihan. Proses ini dirancang untuk memastikan pelatihan yang direncanakan benar-benar
relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, menghasilkan tenaga kerja kompeten, dan
memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya [42], [43], [44].

Informasi Jabatan

Informasi jabatan adalah gambaran rinci mengenai pekerjaan yang mencakup
deskripsi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk sebuah posisi.
Informasi ini diperoleh melalui analisis jabatan, yang merupakan bagian dari manajemen
sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan bahwa individu yang ditempatkan
dalam suatu jabatan memiliki kompetensi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan,
sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Informasi jabatan terdiri dari dua
komponen utama, yaitu job description (uraian tugas) dan job specification (kualifikasi dan
spesifikasi jabatan).

Sebagai contoh, kebutuhan untuk jabatan Operator Komputer mencakup deskripsi
tugas seperti mengoperasikan perangkat komputer, menggunakan perangkat lunak, dan
menyelesaikan masalah teknis, serta kualifikasi berupa pendidikan minimal SMP, pelatihan
yang relevan, dan pengalaman kerja minimal satu tahun. Informasi jabatan ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki oleh
calon tenaga kerja. Kesenjangan ini menjadi dasar bagi kebutuhan pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Informasi jabatan berperan penting dalam proses pelatihan karena menentukan
materi yang harus diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam pelatihan
berbasis kompetensi, fokusnya adalah memberikan tiga aspek utama, yaitu pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja, yang relevan dengan kebutuhan jabatan. Dengan demikian,
pelatihan dapat mengurangi kesenjangan kompetensi, meningkatkan kualitas tenaga kerja,
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dan memastikan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja [45], [46], [47].

Dengan terpenuhinya kebutuhan dalam informasi jabatan, pelatihan dapat dirancang
secara tepat untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Hal ini tidak hanya
mendukung tujuan organisasi tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih
efektif, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan mendukung
pembangunan ekonomi. Informasi jabatan menjadi landasan penting dalam menciptakan
keselarasan antara kebutuhan pasar kerja dan kompetensi tenaga kerja [48], [49], [50].
Kebutuhan Unit Kompetensi

Unit kompetensi merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja
yang mencakup hardskill dan softskill yang dibutuhkan oleh suatu jabatan. Penyusunannya
melibatkan sektor industri untuk menetapkan standar kerja minimal yang relevan lintas
industri dan profesi. Unit kompetensi dijabarkan secara rinci dalam informasi jabatan untuk
memastikan keselarasan dengan kebutuhan dunia kerja dan digunakan sebagai dasar
penyusunan pelatihan berbasis kompetensi.

Unit kompetensi memiliki kesamaan dengan materi pelatihan dalam pendidikan
formal, di mana keduanya disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan. Proses ini
melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari analisis kebutuhan, perancangan program
pelatihan, hingga pengembangan materi. Hal ini memastikan bahwa materi yang diajarkan
sesuai dengan kebutuhan jabatan dan kompetensi yang diharapkan, sehingga pelatihan
menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, program pelatihan disusun setelah kebutuhan unit kompetensi
ditentukan, berbeda dengan pendekatan umum di mana materi pelatihan dirancang setelah
program pelatihan dirancang secara keseluruhan. Penyusunan unit kompetensi yang tepat
memungkinkan pelatihan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sesuai standar yang
diperlukan di tempat kerja, mendukung peningkatan produktivitas, dan membantu tenaga
kerja memenuhi persyaratan minimal untuk jabatan tertentu.

Referensi SKKNI

Di Indonesia, pelatihan kerja mengacu pada tiga jenis standar kompetensi: Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan Standar Khusus.
SKKNI dikembangkan oleh pemerintah dan berlaku nasional, berfokus pada kebutuhan lokal
dengan penyusunan yang spesifik dan terstruktur. Standar ini diakui oleh industri dalam
negeri dan mudah diakses tanpa biaya, meskipun hanya berlaku di Indonesia dan kurang
fleksibel dibandingkan standar lainnya.

Standar Internasional memiliki cakupan global, berorientasi pada hasil, dan diakui
oleh organisasi internasional. Standar ini memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan
lokal dan meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi memerlukan biaya akses dan
interpretasi yang lebih luas. Sementara itu, Standar Khusus dirancang untuk kebutuhan
internal organisasi tertentu, dengan fleksibilitas dalam format dan penyesuaian, namun
membutuhkan pengakuan dari seluruh unsur organisasi dan proses pengesahan yang
panjang.

Mayoritas lembaga pelatihan di Indonesia menggunakan SKKNI karena kemudahan
akses, tanpa biaya, dan kelengkapan materi yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. SKKNI
menjadi pilihan utama karena sudah dilengkapi dengan contoh program pelatihan dan bahan
ajar sesuai unit kompetensi yang akan dilatihkan, menjadikannya solusi praktis untuk
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pelatihan berbasis kompetensi di berbagai sektor.
Kebutuhan Program Pelatihan

Training Needs Analysis (TNA) bertujuan untuk menciptakan program pelatihan yang
relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) serta
perkembangan teknologi. Di UPTD BPTK Kelas A, program pelatihan disusun secara spesifik
dan terstruktur berdasarkan hasil TNA, di mana kesenjangan yang teridentifikasi diubah
menjadi tujuan pelatihan. Program ini memastikan pelatihan yang diberikan relevan dengan
kebutuhan tenaga kerja dan organisasi, meningkatkan kualitas serta produktivitas kerja
tenaga kerja.

Program pelatihan berbasis kompetensi memberikan manfaat ganda. Bagi tenaga
kerja, program ini membantu memperoleh kompetensi yang sesuai, meningkatkan rasa
percaya diri, dan produktivitas. Bagi organisasi, program ini mempermudah proses
rekrutmen, menekan biaya pelatihan internal, dan meningkatkan efisiensi produksi barang
atau jasa. Pemerintah mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dengan
menyediakan berbagai program yang dapat diakses oleh lembaga pelatihan untuk
disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Proses penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi mengikuti regulasi yang
ditetapkan, seperti Keputusan Direktur Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
Tahapannya meliputi identifikasi kebutuhan, perumusan program, verifikasi, pengesahan,
validasi, dan revisi. Struktur program pelatihan berbasis kompetensi mencakup informasi
umum, kurikulum, silabus, daftar peralatan, bahan, dan tim penyusun, yang semuanya
disusun untuk memastikan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi kerja
yang berlaku.

Ketersediaan Sumber Daya Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan di UPTD BPTK Kelas A memerlukan sumber daya utama yaitu
instruktur, sarana prasarana, dan anggaran. Instruktur harus memiliki kompetensi teknis
dan metodologis sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Meskipun jumlah instruktur ASN saat ini sangat
terbatas, UPTD BPTK Kelas A mengoptimalkan instruktur pensiunan, praktisi, dan tenaga
ahli dari industri melalui perjanjian kerja sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden
No. 68 Tahun 2022 yang memungkinkan fleksibilitas dalam penyediaan instruktur melalui
rekrutmen praktisi dan tenaga ahli berpengalaman.

Sarana dan prasarana pelatihan, seperti ruang teori, bengkel, dan peralatan pelatihan,
juga menjadi bagian penting yang harus disediakan sesuai standar. Namun, banyak sarana
yang mengalami penyusutan dan tidak relevan dengan teknologi terkini. Dengan dukungan
Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022, BLK memiliki peluang untuk bekerja sama dengan
industri dalam pengenalan teknologi terbaru dan modernisasi peralatan pelatihan.
Prasarana tambahan seperti asrama, perpustakaan, dan ruang ibadah juga menjadi
pendukung penting untuk memastikan kenyamanan peserta selama pelatihan.

Anggaran menjadi elemen krusial yang bersumber dari APBN, APBD, atau dana lain
yang sah seperti CSR atau dana desa. Pendanaan melalui APBN dan APBD sering kali terbatas
dan tidak selalu mencukupi kebutuhan pelatihan yang diajukan. Oleh karena itu, UPTD BPTK
Kelas A memanfaatkan kolaborasi dengan pihak industri atau lembaga lain untuk memenuhi
kebutuhan pelatihan. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, pelatihan dapat berjalan

Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)



4887

o JIRK
O Slnta@ Journal of Innovation Research and Knowledge
P Vol.4, No.7, Desember 2024

lancar dan memberikan manfaat optimal bagi tenaga kerja dan industri.
Rekomendasi Program Pelatihan Yang Akan Dilaksanakan

Rekomendasi program pelatihan berbasis kompetensi disusun melalui proses analisis
data dukung, seperti laporan TNA, realisasi fisik, penempatan, dan sumber daya pelatihan.
Setiap data dinilai dengan bobot tertentu untuk menghasilkan total verifikasi dalam satuan
persen, yang kemudian digunakan untuk menentukan jumlah peserta pelatihan per program.
Standar jumlah peserta dalam satu paket pelatihan adalah 16 orang, dan target final
ditentukan setelah mempertimbangkan faktor penyesuaian tertentu. Hasil akhirnya menjadi
rekomendasi pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, ditetapkan oleh
Menteri Ketenagakerjaan untuk dana APBN atau Gubernur Sulawesi Utara untuk dana APBD.

Hasil TNA menjadi dasar penting dalam menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan,
jumlah target peserta, dan alokasi anggaran. Dengan analisis yang tepat, pelatihan yang
disusun dapat memberikan solusi dan arah yang jelas dalam meningkatkan kompetensi
tenaga kerja. Proses ini membantu memastikan pelatihan relevan dengan kebutuhan dunia
kerja dan efektif dalam memberikan hasil yang diharapkan.

Pendekatan berbasis data memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai
pelatihan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan aktual. Hal ini mendukung efisiensi
pelaksanaan pelatihan, baik dari segi jumlah peserta, jenis pelatihan, maupun penggunaan
anggaran, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar
kerja.

KESIMPULAN

Perubahan besar seperti Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid-19, dan Bonus
Demografi telah menciptakan dinamika tenaga kerja, meningkatkan pengangguran dan
kemiskinan akibat kesenjangan kompetensi. Dunia usaha dan industri membutuhkan tenaga
kerja dengan kompetensi mumpuni yang mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi. Namun, banyak tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga
diperlukan program pelatihan berbasis kompetensi untuk menjembatani kesenjangan ini.
Pelatihan harus mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta softskill seperti
kecerdasan sosial, komunikasi, dan kemampuan berinteraksi.

Training Needs Analysis (TNA) menjadi instrumen penting untuk merancang
program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan kebekerjaan, termasuk potensi daerah,
kompetensi tenaga kerja, dan kebutuhan berwirausaha. Dengan TNA, lembaga pelatihan
dapat menyusun program yang sesuai, menghindari pelatihan yang tidak diperlukan, dan
memanfaatkan sumber daya pelatihan secara efisien. Hal ini meningkatkan peluang tenaga
kerja untuk terserap ke dunia kerja.

UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A telah menerapkan TNA untuk menentukan
program pelatihan sesuai kebutuhan. Namun, keterbatasan sumber daya seperti instruktur,
sarana prasarana, dan anggaran menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan pelatihan.
Akibatnya, dampak pelatihan masih belum maksimal dalam menjawab kebutuhan tenaga
kerja dan industri di Sulawesi Utara.

Agar pengelolaan program pelatihan lebih optimal, diperlukan regulasi pemerintah
daerah untuk mendorong keterbukaan informasi kebutuhan kebekerjaan dari dunia usaha
dan industri serta perluasan jejaring kerja sama. Selain itu, perhatian khusus diperlukan
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untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas instruktur, revitalisasi sarana prasarana, dan
alokasi anggaran yang memadai agar lebih banyak masyarakat dapat mengikuti pelatihan.
Tahapan pengelolaan pelatihan juga perlu dirancang secara sistematis untuk meningkatkan
efektivitas program dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah.
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